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ABSTRACT 
 

The policy of increasing the Tax Object Sales Value (NJOP) in Pematangsiantar 

City has become an important issue because NJOP serves as the basis for 

determining Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) as well as Land and 

Building Rights Acquisition Duty (BPHTB). An increase in NJOP may raise the tax 

burden on the community, thereby generating various responses from taxpayers. 

Based on this condition, this study aims to analyze public perception of the NJOP 

increase policy in Pematangsiantar City. 

This study employs a descriptive quantitative approach. The research population 

consists of people who are administratively registered as PBB-P2 taxpayers or have 

a direct relationship with taxable objects in Pematangsiantar City. The research 

sample consisted of 125 respondents selected using proportional stratified random 

sampling based on the division of Zone A, Zone B, and Zone C. Primary data were 

obtained through a Likert scale questionnaire and analyzed using descriptive 

statistics based on mean scores. 

The results show that overall public perception obtained an average score of 3.67 

and falls into the positive category. Based on the perception aspects, the cognitive 

aspect obtained a score of 3.70 in the positive category, the affective aspect obtained 

a score of 3.33 in the neutral category, and the conative aspect obtained the highest 

score of 3.97 in the positive category. Based on zones, Zone A obtained a score of 

3.66 in the neutral category, Zone B obtained a score of 3.63 in the neutral category, 

and Zone C obtained a score of 3.69 in the positive category. These findings indicate 

that the community has understood the NJOP increase policy and continues to show 

a positive behavioral tendency, although emotionally people still feel concerned 

about the burden caused by the NJOP increase. 

Keywords: Public Perception, NJOP, PBB-P2, Policy, Pematangsiantar City. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Penerapan otonomi daerah memberikan hak dan kewenangan kepada 

setiap daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan di 

wilayahnya (Yahaya & Agusta, 2020). Penerapan otonomi daerah bertujuan 

menjalankan fungsi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dukungan 

pendanaan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) untuk pembiayaan pembangunan yang terencana (Mea dkk. 

Dalam Putri dkk. 2020). 

APBD merupakan salah satu unsur penting yang mendukung 

keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menyebutkan bahwa anggaran 

pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan merupakan bagian 

dari APBD, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor 

utama yang menentukan keberhasilan suatu daerah dalam mencapai tujuan 

pembangunan.  

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari 

berbagai sumber yang berasal dari wilayah kewenangannya, kemudian PAD 

tersebut dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan 

serta pelaksanaan pembangunan daerah. PAD merupakan salah satu 

komponen penting dalam menyusun APBD, yang mencerminkan tingkat 

kemandirian fiskal suatu daerah. PAD berfungsi sebagai indikator untuk 

menilai kemampuan dan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah 

(Syahputra, 2017 dalam Novianti & Ishak, 2022). 

Berdasarkan UU HKPD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 4 

ayat (2) UU HKPD menyatakan bahwa pajak daerah yang dipungut oleh 

pemerintah kabupaten/kota meliputi: (a) Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); (b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB); (c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); (d) Pajak 

Reklame; (e) Pajak Air Tanah (PAT); (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan (MBLB); (g) Pajak Sarang Burung Walet; (h) Opsen Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB); dan (i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB). 

Dari berbagai jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah 

kabupaten/ kota, dalam hal ini pajak yang secara langsung berkaitan dengan 

nilai tanah adalah PBB-P2 dan BPHTB. PBB-P2 merupakan salah satu pajak 

daerah yang memiliki kontribusi terhadap PAD. Sejumlah penelitian 

menunjukkan bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih perlu 

ditingkatkan karena perannya yang strategis dalam mendukung pembiayaan 

dan pembangunan daerah (Simbolon, 2021). 

Penerapan kebijakan yang berkaitan dengan PBB-P2 di berbagai daerah 

dalam praktiknya menunjukkan adanya kenaikan pajak yang signifikan dan 

relatif mendadak di berbagai daerah, seperti Daerah Khusus Jakarta, Depok, 

Pati, Banyuwangi, dan sejumlah kota lainnya, menunjukkan adanya kenaikan 

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) PBB-P2 yang signifikan dan relatif mendadak, 

yang kemudian menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat (Tim Pusat 

Kajian Fakultas Ilmu Administrasi STIAMI, 2025). Kondisi tersebut tidak 

terlepas dari fakta bahwa dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP sesuai 

dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU HKPD. Dengan demikian, kenaikan 

PBB-P2 pada dasarnya merupakan konsekuensi langsung dari kenaikan 

NJOP.  

NJOP adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 

berlangsung secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditetapkan berdasarkan perbandingan dengan harga properti yang sejenis, 

atau menggunakan nilai perolehan dari transaksi jual beli tanah yang baru, 
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maupun melalui penentuan NJOP pengganti. NJOP menjadi cerminan dari 

harga properti yang dimiliki oleh wajib pajak. Besaran NJOP bumi dan 

bangunan ditentukan oleh luas serta nilai jual per meter persegi dari tanah dan 

bangunan tersebut. Sebagaimana menurut Wahida (2018) menyebutkan 

bahwa penetapan NJOP untuk tanah berdasarkan pada harga pasar tanah, 

sedangkan untuk bangunan didasarkan pada biaya pembangunan. 

NJOP ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan nilai yang adil dan 

mendekati harga pasar dari objek pajak, sehingga dapat dijadikan dasar 

pengenaan pajak yang proporsional dan berkeadilan (Swasito, 2021). Oleh 

karena itu, NJOP yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa pajak 

yang dibayarkan oleh wajib pajak mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya 

dari tanah dan bangunan yang dimiliki (Sugaragiri & Aribowo, 2023). 

Kewenangan dalam menetapkan NJOP di Indonesia merupakan bagian 

krusial dari administrasi perpajakan yang berhubungan dengan tanah dan 

bangunan. Tanggung jawab ini umumnya diatur melalui peraturan daerah dan 

dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

(BPKD) atau instansi terkait lainnya. Pada umumnya penyesuaian NJOP 

ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota setiap 3 tahun sekali. Salah satu kota yang 

berperan penting di Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Pematangsiantar,  

yang mengalami proses urbanisasi dan peningkatan pembangunan, yang 

berdampak pada naiknya permintaan serta nilai jual tanah dan bangunan 

(Sihite & Damanik, 2022). Oleh karena itu, penyesuaian NJOP menjadi 

penting untuk mencerminkan nilai pasar yang aktual.  

Demikian halnya penetapan NJOP di Kota Pematangsiantar dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar. Bentuk penetapan NJOP diwujudkan 

melalui pembaruan Zona Nilai Tanah selanjutnya disingkat ZNT. Pembaruan 

ZNT tersebut dilaksanakan oleh BPKD bekerja sama dengan pihak ketiga 

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).  

Pada awal tahun 2024 Pemerintah Kota Pematangsiantar menetapkan 

kenaikan NJOP pada PBB-P2 untuk tahun 2024 – 2026 sebesar lebih dari 

1.000 persen dari nilai sebelumnya. Kenaikan NJOP tersebut ditetapkan 
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melalui Keputusan Wali Kota Pematangsiantar, Nomor : 

900.1.13.1/278/II/2024 tentang Besaran NJOP PBB-P2 dan Besaran Minimal 

PBB-P2 Tahun 2024 – 2026 (Laman Metro Rakyat, 2024). Akibat dari 

kenaikan NJOP tersebut berakibat naiknya besaran BPHTB dan PBB-P2. 

Kenaikan NJOP yang bervariasi antara 300% hingga 1000% yang terjadi 

di beberapa tempat menimbulkan keresahan masyarakat dan aksi perlawanan 

dari kalangan notaris dan mahasiswa setempat. Bahkan aktor lokal melakukan 

gugatan yang ditujukan kepada Wali Kota Pematangsiantar. Sederhananya 

Kenaikan NJOP di Kota Pematangsiantar mengakibatkan peningkatan beban 

pajak untuk wajib pajak (Laman Isiantar, 2024). 

Kenaikan NJOP tentunya akan menaikkan pajak-pajak lain yang terkait 

NJOP sehingga terjadi peningkatan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh 

pemilik properti. Situasi ini bisa menambah beban ekonomi masyarakat, 

khususnya bagi mereka yang tidak mengalami kenaikan pendapatan secara 

proporsional. Bagi para wajib pajak, kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa 

tidak puas dan ketidakadilan, yang pada akhirnya dapat mendorong 

munculnya perilaku penghindaran pajak atau ketidakpatuhan terhadap 

kewajiban pajak (Peratama dkk., 2023).   

Salah satu daerah yang terjadi kenaikan PBB-P2 adalah Kabupaten Pati 

sebesar 250% yang ditetapkan Bupati Pati tahun 2025 terjadi meresahkan 

publik, khususnya masyarakat menengah ke bawah (Asmani, 2025). Di 

tempat lain seperti di Kabupaten Brebes, akibat dari kenaikan pajak terkait 

dengan NJOP menunjukkan bahwa ketidakpuasan atas kenaikan pajak dapat 

menyebabkan penurunan dalam tingkat kepatuhan pajak (Astriyani dkk., 

2023). Sejalan dengan itu akibat dari kenaikan pajak tersebut berpotensi 

menimbulkan penolakan terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku. 

Ketidakpuasan masyarakat muncul ketika mereka menilai bahwa peningkatan 

pajak tidak diimbangi dengan perbaikan layanan publik yang diterima. 

Sebagaimana berdasarkan hasil penelitian dari Peratama dkk. (2023) ketika 

masyarakat merasa terbebani oleh pajak yang tinggi tanpa adanya manfaat 

yang nyata, kecenderungan untuk tidak patuh terhadap kebijakan pajak serta 
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menolak upaya penarikan pajak yang lebih ketat menjadi semakin besar.  

Akibat kenaikan pajak mulai dirasakan oleh Pemerintah Kota Pamatang 

Siantar, yang dibuktikan dengan adanya tunggakan realisasi PBB-P2. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematangsiantar 

menunjukkan bahwa terdapat tunggakan realisasi PBB-P2 pada tahun 2024 

sebesar 8,189 Miliar Rupiah dari total pokok PBB-P2 sebesar 15,475 Miliar 

Rupiah.  

Pemerintah Kota Pematangsiantar memiliki sejumlah pertimbangan 

alasan dalam menetapkan kebijakan kenaikan NJOP tersebut. Kenaikan 

NJOP di Kota Pematangsiantar disebabkan oleh sejumlah faktor strategis 

yang berkaitan dengan dinamika ekonomi serta upaya peningkatan 

pendapatan pajak daerah. Salah satu faktor utama yang mendorong hal ini 

adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat di wilayah tersebut. Selain faktor 

ekonomi, aspek efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi 

sorotan. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan pemerintah kota, rasio 

efektivitas penerimaan PAD menunjukkan hasil yang sangat baik, namun 

masih terdapat kendala dalam hal efisiensi yang perlu mendapatkan perhatian 

lebih lanjut (Purba dkk., 2025). 

Di satu sisi kenaikan NJOP tentunya merupakan berita baik karena nilai 

tanah yang dimiliki masyarakat semakin mahal, namun di sisi yang lain akibat 

kenaikan NJOP akan berakibat naiknya pajak yang harus dibayar oleh 

masyarakatnya sehingga persepsi masyarakat terhadap kenaikan NJOP 

merupakan aspek penting dalam pengambilan kebijakan perpajakan yang 

diambil oleh pemerintah daerah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

persepsi masyarakat adalah tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat 

tentang pajak. Pemahaman mengenai proses dan dasar penetapan NJOP 

menjadi aspek penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap 

kebijakan kenaikan NJOP. Jika masyarakat tidak memahami proses dan 

alasan di balik kenaikan NJOP, mereka akan cenderung merasa tertekan dan 

tidak adil atas kewajiban pajak yang meningkat. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh (Safitra & Hanifah, 2022) menunjukkan bahwa ketidakpuasan 
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masyarakat sering kali berkaitan erat dengan kurangnya transparansi dari 

pemerintah dalam menetapkan NJOP, sehingga memicu persepsi negatif 

terhadap kebijakan tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji 

persepsi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan NJOP di wilayah Kota 

Pematangsiantar agar  dapat menjawab dengan fakta di lapangan bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan NJOP dan membandingkan 

perbedaan persepsi masyarakat pada wilayah yang berbeda melalui penelitian 

yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan 

NJOP di Kota Pematangsiantar”. 

1.2. Rumusan Masalah 
Agar permasalahan utama pada penelitian ini menjadi terarah maka perlu 

dibuat ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

disusun berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi 

masyarakat terhadap kebijakan kenaikan NJOP di Kota Pematangsiantar ?”. 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap 

kebijakan kenaikan NJOP di Kota Pematangsiantar. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini mencakup manfaat dari aspek 

akademis dan dari aspek praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian mengenai 

persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Temuan 

penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau 

landasan bagi penelitian selanjutnya yang membahas persepsi 
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masyarakat terhadap kebijakan fiskal daerah, terutama terkait 

penetapan NJOP. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan 

evaluasi serta mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan 

NJOP, sehingga kebijakan yang diambil lebih sejalan dengan 

kondisi sosial-ekonomi masyarakat. 

Bagi masyarakat, dari penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman mengenai dasar pertimbangan dan 

tujuan kebijakan kenaikan NJOP, sehingga pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran 

PBB-P2 menjadi lebih baik. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, persepsi 

masyarakat terhadap kebijakan kenaikan NJOP di Kota Pematangsiantar 

secara keseluruhan memperoleh skor rata-rata 3,67 termasuk dalam kategori 

positif, namun skor tersebut hanya berada pada interval batas awal kategori 

positif yaitu 3,67-5,00. Berdasarkan aspek persepsi, aspek kognitif 

memperoleh skor 3,70 (positif), aspek afektif memperoleh skor 3,33 (netral), 

dan aspek konatif memperoleh skor tertinggi sebesar 3,97 (positif). Hasil ini 

menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami kebijakan kenaikan NJOP 

dan sikap yang positif, tetapi secara emosional masih merasakan 

kekhawatiran dan terbebani akibat kenaikan NJOP. Berdasarkan zona 

wilayah, Zona A memperoleh skor 3,66 (netral), Zona B memperoleh skor 

3,63 (netral), dan Zona C memperoleh skor 3,69 (positif). Temuan utama 

menunjukkan bahwa Zona C memiliki persepsi keseluruhan dan aspek 

konatif paling tinggi, tetapi aspek afektif paling rendah. Hal ini menunjukkan 

bahwa masyarakat di wilayah yang lebih jauh dari pusat kota tetap cenderung 

menerima kebijakan, meskipun secara emosional masih merasakan beban 

akibat kenaikan NJOP. 

6.2. Saran 
Beberapa saran untuk pelaksanaan jangka panjang dan penerapan 

penelitian selanjutnya, sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu memberikan keringanan bagi wajib pajak yang kurang 

mampu dan menyediakan layanan pengaduan mudah diakses. 

2. Masyarakat perlu lebih aktif untuk mencari informasi resmi terkait 

prosedur keberatan atau pengaduan apabila nilai NJOP dinilai tidak 

sesuai. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan menguji faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap persepsi masyarakat dengan kuantitatif inferensial.
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